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I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah 

 

Visi  

Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan 

Keluarga dengan Mengedepakan Karakter Islami bertaraf Nasional Pada Tahun 2024. 

 

Misi  
1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar 

KKNI dan berlandaskan Nilai- nilai Islami. 

2. Menyelenggarakan dan melaksanakan Kerjasama dengan berbagai Institusi di dalam dan luar 

negeri. 

3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai- nilai islami. 

4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami 

 

II. Rasional  

1. Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 40, Standar pembiayaan 

pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi 

dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan. 

2. Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi  untuk  

menyusun  rencana  anggaran  pendapatan  dan  belanja  (RAPB) perguruan tinggi 

tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa 

III. Subjek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar 

1. BPH 

2. Direktur 

3. Wadir I, 

4. Wadir II 

 

IV. Definisi Istilah  

1. Pembelajaran  di  Perguruan  Tinggi  adalah  kegiatan  yang  terprogram  dalam desain 

(fasiliting, empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, 

yang menekankan pada sumber belajar. 

2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya 

operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun. 
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3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan 

besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan. 

4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, 

pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 

5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan 

operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 

6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan 

tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun. 

7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa 

layanan profesi dan/atau keahlian, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta. 

 

V. Pernyataan Isi Standar  

1. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan 

melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sampai pada satuan pendidikan. 

2. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan 

tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 

3. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar 

satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 

4. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari 

berbagai sumber diluar SPP mahasiswa. 

5. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur 

dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan. 

6. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan 

melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai 

pada level program studi. 

7. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh wajib  menyusun  program  kerja dan  anggaran  

tahunan dalam  rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang 

berpedoman pada standar biaya operasional. 
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8. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar 

satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun. 

9. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya 

pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan 

profesi atau keahlian, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta 

10. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur 

untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan. 

 
VI. Strategi Pencapaian Standar  

 

1. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh mengembangkan unit usaha yang mengarah pada 

pencapaian standar. 

2. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh mengoptimalkan alumni. 

3. Akper Teungku Fakinah Banda Aceh optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian 

standar pembiayaan. 

 
VII. Indikator Pencapaian Standar  

 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian 

DOP (Dana Operasional Pendidikan)  

Rata-rata  dana  operasional  pendidikan/ 

mahasiswa/ tahun (dalam juta rupiah) 

DOP ≥ 20 juta 

Rata-rata  dana  penelitian  dosen  (DPD)/ 

Tahun 

DPD ≥ 5 juta 

Rata-rata  dana  PkM  dosen  (DPkMD)/ 

tahun dalam 3 tahun terakhir. 

DPkMD ≥ 2,5 juta 

Realisasi investasi (SDM, sarana dan 

prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan 

akan penyelenggaraan program pendidikan, 

penelitian dan PkM serta memenuhi standar 

perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian 

dan PkM 

Rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, 

dan Prasarana ≥ 3,5 
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Kecukupan     dana     untuk     menjamin 

pengembangan tridharma 

Dana   dapat   menjamin keberlangsungan 

Pengembangan tridharma 3 tahun terakhir. 

Masa keterlibatan secara penuh semua unsur 

dalam perencanaan anggaran tahun 

berikutnya. 

Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan. 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian 

Ketersediaan dokumen pengelolaan dana 

perencanaan penerimaan, pengalokasian, 

pelaporan, audit, monev dan pertanggung 

jawaban kepada pemangku kepentingan 

100 %. 

Ketersediaan pedoman penetapan biaya 

pendidikan mahasiswa yang melibatkan 

stakeholder internal. 

100 % 

Implementasi  kebijakan  pembebasan biaya 

mahasiswa yang berpotensi secara akademik 

tetapi kurang mampu secara ekonomi. 

≥ 20% mahasiswa 

Perolehan dana hibah penelitian per dosen 

per tahun 

≥ 50 juta 

Perolehan    dana    hibah    PkM    dosen 

(DPkMD) per dosen per tahun 

≥ 30 juta 

Alokasi biaya investasi pendidikan ≥2-5%   setiap tahunnya 

 
VIII. Dokumen Terkait 

1. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas. 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP): 

a. SOP penyusunan anggaran. 

b. SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan. 

c. SOP Audit Keuangan 
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